
Namun,  anggaran harus diaju-

kan pada tahun anggaran pene-

tapan APBD 2023 atau APBD

Perubahan 2023 yang sudah mu-

lai pembahasan. ”Pilwakot Sala-

tiga memang masih tahun 2024

tetapi anggaran diajukan lebih

awal karena tahapan Pilwakot

nanti akan dimulai satu tahun se-

belumnya. KPU mengajukan ke

Pemkot Salatiga sebesar Rp 16,5

miliar, ” jelas Syaemuri Albab ke-

pada KR, Minggu (3/7). 

Diungkapkannya,  awal 2023

tahapan Pilwakot sudah dimulai,

sehingga jika dana tidak disiap-

kan dikhawatirkan akan kebin-

gungan. 

Diharapkan,  dana usulan KPU

bisa segera dipastikan untuk per-

siapan Pilwakot Salatiga 2024.

Sementara itu kalau soal angga-

ran Pilpres dan Pileg 2024, menu-

rut Syaemuri dananya bersumber

dari pusat. Tahapan pileg saat ini

persiapan pendaftaran dan veri-

fikasi parpol. Pendaftaran dimu-

lai 29 Juli 2022. (Sus)

GROBOGAN (KR) - DPRD

bersama Pemkab Grobogan

menyetujui Raperda tentang

Pertanggungjawaban Pe-

laksanaan APBD Grobogan

Tahun Anggaran 2021. Per-

setujuan tersebut dituangkan

dalam naskah berita acara

persetujuan bersama yang di-

tandatangani Bupati Grobo-

gan Hj Sri Sumarni SH MM

dengan Wakil Ketua DPRD H

Sugeng Prasetyo SE MM dan

HM Fatah SPdI dalam rapat

Paripurna DPRD Grobogan,

Senin (27/6).

Dalam sambutannya, Bupati

Grobogan Hj Sri Sumarni SH

MM mengucapkan terima kasih

kepada seluruh pimpinan dan

anggota DPRD Kabupaten

Grobogan yang telah mem-

bahas dan menyetujui Raperda

tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2021 untuk ditetap-

kan menjadi Perda. ÓDengan

disetujuinya Raperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksa-

naan APBD Tahun Anggaran

2020, maka saya juga dapat

menerima dan menyetujui Ra-

perda ini sebagaimana hasil

pembahasan,Ó tegasnya.

Tahap selanjutnya setelah

persetujuan ini, Raperda dan

Rancangan Peraturan  Kepala

Daerah tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelak-

sanaan APBD 2021 akan di-

sampaikan kepada Gubernur

Jateng untuk dilakukan evalu-

asi. Evaluasi tersebut untuk

menguji kesesuaian dengan

Perda tentang APBD, Peratur-

an Kepala Daerah tentang

penjabaran APBD, dan atau

temuan laporan hasil pemerik-

saan BPK. Hasil evaluasi di-

sampaikan oleh gubernur ke-

pada bupati paling lambat lima

belas hari terhitung sejak diter-

imanya rancangan Perda ten-

tang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan Ran-

cangan Peraturan Kepala

Daerah tentang penjabaran

Pertanggungjawaban Pelak-

sanaan APBD.

Selanjutnya bupati bersama

DPRD melakukan penyem-

purnaan paling lama tujuh hari

terhitung sejak hasil evaluasi

diterima, sehingga Raperda

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2021 akan ditetap-

kan menjadi Peraturan Dae-

rah paling lambat pada ming-

gu ke-3 bulan Juli 2022.

Dalam rapat sebelumnya,

bupati menjelaskan, pendapat-

an tahun 2021 terealisasi Rp

2,6 triliun lebih atau 102,74 %

dari anggaran setelah peruba-

han Rp 2,5 triluan lebih, atau

naik sebesar 4,19 % jika diban-

dingkan dengan realisasi tahun

2020. Kemudian realisasi be-

lanja dan transfer sebesar Rp

2,4 triliun, atau mencapai 93,61

% dari anggaran Rp 2,5 triliun,

turun sebesar 3,29 % jika di-

bandingkan dengan realisasi

tahun 2020.

Selisih antara pendapatan

dengan belanja daerah sur-

plus sebesar Rp 206,2 miliar.

Pembiayaan netto sebesar Rp

29,8 miliar lebih, atau 100 %.

Sisa lebih pembiayaan ang-

garan (SiLPA) sebesar Rp

236,1 miliar. Saldo anggaran

lebih awal (SAL) sebesar Rp

103,1 miliar. Saldo tersebut

merupakan SiLPA tahun 2020

yang dialokasikan untuk pene-

rimaan pembiayaan pada

tahun 2021. Tentang aset da-

erah yang berupa aset lancar,

investasi jangka panjang, aset

tetap, dan aset lainnya sampai

31 Desember 2021 sebesar

Rp 4,1 triliun lebih. Kewajiban

Pemkab sampai 31 Desem-

ber 2021 sebesar Rp 25,8 mi-

liar. Ekuitas atau kekayaan

bersih per 31 Desember 2021

sebesar Rp 4,1 triliun.

Pendapatan operasional

per 31 Desember 2021 sebe-

sar Rp 2,4 triliun lebih. Beban

operasional per 31 Desember

2021 sebesar Rp 2 triliun.

Surplus atau defisit kegiatan

operasional surplus sebesar

Rp 383,9 miliar. Surplus atau

defisit non operasional sebe-

sar Rp 6,6 miliar lebih. Surplus

atau defisit dari Pos Luar Bia-

sa minus Rp 10,3 miliar lebih.

Surplus laporan operasional

sebesar Rp 380,2 miliar lebih.

Laporan arus kas didasar-

kan pada transaksi rekening

Kas Daerah, disebutkan aktiv-

itas operasi sebesar Rp 496,1

miliar, aktivitas investasi minus

Rp 311 miliar, aktivitas pen-

danaan minus Rp 52 miliar,

dan aktivitas transitoris sebe-

sar Rp 638,3 miliar. ÓBerdasar-

kan data di atas, dapat kita

simpulkan bahwa saldo akhir

kas tahun anggaran 2021

mengalami kenaikan sebesar

Rp 133,5 miliar lebih. Saldo

akhir kas per 31 Desember

2021 sebesar Rp 236,7 miliar

lebih,Ó terang Sri Sumarni.

Sedangkan ekuitas awal

sebesar Rp 3,6 triliun yang

merupakan ekuitas akhir ta-

hun 2020. Surplus-LO sebe-

sar Rp 380,2 miliar meru-

pakan konsolidasian surplus

yang terjadi pada seluruh

SKPD dan BUD. 

Dampak kumulatif peruba-

han kebijakan mendasar se-

besar  Rp 57,1 miliar adalah

berupa koreksi ekuitas lainnya

yang terjadi pada semua

SKPD. (Tas)

KPU Ajukan Dana Pilwakot Salatiga

DPRD Grobogan Setujui Raperda Pelaksanaan APBD 2021

SALATIGA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Salatiga mengajukan usulan dana anggaran Pemilihan
Walikota (Pilwakot) Salatiga 2024 sebesar Rp 16,5 mili-
ar. Ketua KPU Salatiga, Syaemuri Albab menjelaskan
memang pelaksanaan Pilwakot Salatiga masih dua
tahun lagi dan serentak pada bulan November 2024.

ÓKEDAULATAN  RAKYATÓ 

HALAMAN 6JAWATENGAHSENIN LEGI, 4 JULI 2022

( 4 BESAR 1955 )

KR-M Taslim

Penandatanganan keputusan dan persetujuan bersa-

ma atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelak-

sanaan APBD Grobogan 2021. 

FAI Unissula Sediakan Beasiswa Bagi Cama
SEMARANG (KR) - Dekan Fakultas Agama Islam

(FAI) Unissula Semarang Drs Muhtar Arifin MLib me-

nyampaikan bahwa saat ini FAI Unissula memiliki dua

prodi sarjana yaitu Prodi Tarbiyah terakreditasi A dan

Prodi Syariah terkreditasi A, serta program Magister

Pendidikan Agama Islam terakreditasi B.

Muhtar Arifin menjelaskan FAI Unissula mempersiap-

kan lulusan yang tidak hanya siap untuk pekerjaan for-

mal, namun juga sebagai bekal menjalani hidup. De-

ngan begitu lulusan FAI Unissula khususnya Prodi Sya-

riah dan Tarbiyah memiliki prospek kerja luas, mulai dari

formal sampai mandiri. 

ÓKarena di Prodi Syariah belajar di bagian pidana,

perdata, termasuk hukum keluarga, secara formal lulus-

an Syariah bisa bergabung di keluarga pengadilan

menjadi jaksa, hakim, atau panitera, atau bergabung ke

LBH. Sedangkan untuk lulusan Tarbiyah bisa menjadi

guru, peneliti di bidang pendidikan, atau menjadi kon-

sultan pendidikan. Sehingga lulusan FAI Unissula tidak

perlu risau dengan pekerjaan,� ungkapnya dalam se-

buah acara Podcast  Unissula di kampus setempat

akhir pekan lalu.

Pihaknya juga menambahkan bahwa FAI Unissula

menyediakan banyak beasiswa yang bisa diman-

faatkan oleh calon mahasiswa (cama) atau pendaftar.

ÓJadi di Unissula itu sendiri banyak beasiswanya, dan

FAI Unissula juga dapat itu. Mulai dari beasiswa santri,

beasiswa tahfidz, beasiswa cemerlang, KIP Kuliah,

beasiswa berkhidmat, beasiswa anak alumni, beasiswa

khaira ummah. Ditambah beasiswa berprestasi yang

khusus untuk pendaftar FAI,� jelasnya.

Menurutnya lulusan SMA sederajat bisa secara

mandiri mengikuti PMB Unissula yang saat ini masuk

Gelombang III yang akan dibuka hingga 30 Juli 2022.

Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui

pmb.unissula.ac.id. (Sgi)

Ponpes Unimus Dirikan Posyandu
SEMARANG (KR) - Pondok Pesan-

tren (Ponpes) Universitas Muhamma-

diyah Semarang (Unimus) mendirikan

Posyandu, dengan memberdayakan san-

tri sebagai kader dalam alih informasi. 

Pos pelayanan terpadu (Posyandu)

‘Avicina’ diresmikan  Sabtu, 11 Juni 2022

oleh Direktur Ponpes Unimus Dr Siti

Aminah STP MSi. 

Bersamaan dengan peresmian, dilak-

sanakan pula kegiatan pengukuran an-

tropometri, pengecekan hemoglobin

(HB), penyuluhan kesehatan dan gizi,

serta pemeriksaan gigi umum. 

Kegiatan Perdana Posyandu Avicina ini

bersinergi dengan kegiatan-kegiatan ma-

hasiswa Program Studi Gizi, Kedokteran

Gigi dan Teknologi Laboratorium Medik

Universitas Muhammadiyah Semarang. 

Direktur Ponpes Unimus Dr Siti Ami-

nah STP MSi, Sabtu (2/7) menyampaikan

pendirian Posyandu sejalan dengan tema

yang diusung pada hari santri nasional

tahun ini ”Santri siaga jiwa dan raga”.

Siaga jiwa bermakna  santri siap terus

menjaga hati, fikiran, akhlaq, berpegang

teguh pada aqidah, dan menjunjung ting-

gi ajaran Islam. Kondisi kesehatan ma-

syarakat dan lingkungan  pesantren me-

rupakan representasi dari kesehatan ma-

syarakat.

Pemerintah telah menggulirkan pro-

gram-program pemberdayaan masyara-

kat dan mendorong masyarakat seperti

upaya kesehatan bersumberdaya masya-

rakat (UKBM). (Sgi)

KR-Sugeng Irianto

Pemeriksaan kesehatan di Posyandu Pesantren Unimus.

KR-Sugeng Irianto

Drs Muhtar Arifin MLib

PKL Keberatan Kebijakan Beli Migor Curah
SUKOHARJO (KR) -  Paguyuban Pe-

dagang Kaki Lima (PKL) se-Kabupaten

Sukoharjo keberatan dengan kebijakan

baru pemerintah terkait penggunaan ap-

likasi peduli lindungi atau Kartu Tanda

Penduduk (KTP) untuk pembelian mi-

nyak goreng curah.  

Sebab sistem tersebut justru akan

menimbulkan masalah baru dan mem-

perlama transaksi jual beli. Para peda-

gang berharap pengaturan distribusi

barang bersubsidi dikembalikan seperti

semula.

Ketua Paguyuban PKL se-Kabupaten

Sukoharjo Joko Cahyono, Minggu (3/7)

mengatakan, pihaknya sudah mendapat

laporan keluhan dari para pedagang ter-

kait penerapan sistem distribusi minyak

goreng curah menggunakan aplikasi pe-

duli lindungi atau KTP. 

Kebijakan tersebut memberatkan dan

membingungkan pedagang kecil. Selain

itu juga rawan penyalahgunaan data diri

dalam KTP oleh oknum tidak bertang-

gungjawab.

Keluhan muncul karena pedagang

membutuhkan waktu lama untuk mem-

buka aplikasi peduli lindungi saat mem-

beli minyak goreng curah. 

Selain itu tidak semua pedagang pa-

ham dengan kebijakan pemerintah pusat

tersebut. Terpenting juga banyak peda-

gang tidak memiliki handphone yang

bisa mengunduh aplikasi pedulilindungi.

Pedagang juga mengeluhkan penggu-

naan KTP saat membeli minyak goreng

curah. Sebab KTP tersebut bersifat raha-

sia dan pribadi. KTP dikatakan Joko

Cahyono memiliki data diri warga yang

hanya digunakan oleh pemilik KTP itu

sendiri. 

Sedangkan yang terjadi di lapangan

para pedagang saat akan membeli mi-

nyak goreng curah diminta menunjukan

KTP untuk kemudian difoto atau scan

mengunakan handphone. Pilihan lainnya

yakni dengan mengumpulkan fotocopy

KTP. (Mam)


